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BUPATI BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 1 [ 2077

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI

Mermmbang * a. baYwwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Momor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
maka sesuai Ketentuan BAB Il Bagian Keduabelas Paragraf Satu
Pazal 57 sampai dengan Pasal 67, perlu disusun Sistem dan
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunarn,;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana cimaksud pada
huruf a di atas, Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perclehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan tersebut pertu ditetapkan melalui
Peraturan Bupats.
Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi lawa Barat
{Berita Nagara Tahun 1950);

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003
Momoar 47, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momaor 4287};

3 Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Megara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Momor 4355);
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11.
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan MNegara {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor &6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400}

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 125, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Momor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Momor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Momor 59, Tambahan Lembara Negara

Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 5049);

Peraturan Pemerintah MNomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daarah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 55 Tahun 2008 tentang
Tsta Cara Penatausshaan dan  Penyusunan  Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);

peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor & Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasl Tahun 2009 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010
tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah {Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomar 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Bekas
Tahun 2011 Nomorl).



MEMUTLUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG  SISTEM DAN  PROSEDUR

PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KABUPATEN BEKASI

BAB |
KETENTUAN UMLIM

Pasal 1

Dialam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

10

11,

12.

Daerah adalah Kabupaten Bekasi,
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Bupati adalah Bupati Bekasi,

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja
yang mempunya kewenangan di bidang Pajak Daerah.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja yang mempunyal
kewenangan di bidang Pajak Daerah,

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalab pajak yang dikenakan atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB,

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiva
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah danfatau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang di bidang pertanahan dan bangunan

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, balk
vang melakukan usaha maupun vang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, persercan lainnya, badan usaha milik
negara [BUPMMN], atau badan usaha milik daerah (BUMD]} dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasl sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang
menerhitkan Akta frisalah lelang Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Feranghat
Daerah {SKPD) yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang pendapatan
daerah
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Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-
jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja
SKPD

Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen
yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah
dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual bel,
surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.

Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTE, yang selanjutnya disingkat 55PD BPHTR,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh
Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal
penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak
lain

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek
dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB I

RUAMG LINGEKUP
Pasal 2

(1) Sistemn dan Prosedur Pemungutan BPHTB adalah rangksian proses yang harus

dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea
Peralehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
{2} Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

d.

mmoan o

prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
prosedur penelitianfverifikasi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTE (S5PD BPHTB);
prosedur pembavaran BPHTE;

prosedur pelaporan BPHTE;

prosedur pengurangan;

prosedur penagihan.

(3} Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah danfatau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan
akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan BPHTE

terutang Wajib Pajak.

{4} Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB {S5PD BFHTE) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Fungsi
Pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atas kebenaran dan kelengkapan
SSPD BPHTE dan dokumen pendukungnya



iS5} Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf (c} adalah
otosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan
menggunakan S5PD BPHTE.

{6} Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
dimaksied pada avat (2] huruf & adalah prosedur pelaporan realisasi peEnarimaan
BPHTE dan pelaporan vang dilakukan Pejabat Pernbuat Akta Tanah atas setiap akta
peralihan hak yang telah diterbitkan .

(7) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan se bagaimana dimaksud pada ayat
(2] huruf e adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan
pengurangan BPHTE yang diajukan oleh Wajib Pajak.

{8} Prosedur penstapan Surat Tagihan BPHTE, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar [SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT],
dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf f adalah prosedur
penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPDKB BPHTE, SKPDKET BPHTE, dan
Surat Teguran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3
(1] Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2,
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang
pendapatan harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:
a. fungsi pelayanan;
b. fungsi data dan informasi; dan
c. fungsi pembukuan dan pelaporan.

(2} Fungsi pelayanan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan
interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTE seperti
dalam proses penelitian, validasi 55PD BPHTB.

{3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas
untuk mengelola databose terkait objek pajak.

{4} Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf ¢
bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data
dan laporan dari E_ank atau Bendahara Penerimaan,

BAB I
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Pertama
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

(1) Wajib Pajak mengurus Akta / Risalah Lelang Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai
peraturan perundangan,

(2] Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak
yang haknya dizlibkan,



Pasal &
(1) Waijib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah EPHTB.
{2) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran | yang tidak tarpisahkan dari Peraturan
Bupatyinl

Bagian Kedua
Penelitian 55PD BPHTE

Pasal 6
(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti dan divalidasi oleh Fungsi Pelayanan.
(2} Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
4 kebenaran informasi yang tercantum dalam 55PD BPHTE; dan
b. kelengkapan dokumen pendukung 55PD BPHTE.
(3) Bila dipandang perlu, penelitian s& bagaimana dimaksud pada ayat {1} disertai dengan
pemeriksaan lapangan
(4] Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan oleh Pejabatl yang ditunjuk
cleh Bupat.

(5} Prasedur penelitian S5PD BPHTB oleh Wajik Pajak adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran 1l yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Bagian Ketiga
Pembayaran BPHTB
Pasal 7
(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTE terutang dengan menggunakan Surat
Setaran Pajak Daerah BPHTB.
{2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan oleh Wajib Pajak melalui
Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada 5atuan kerja
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas po kok dan fungsi di bidang pendapatan.

(3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran |l yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Bagian Keempat
Pembukuan dan Pelaporan BPHTE

Pasal B

(1] Pembukuan dan Pelaparan BPHTE dilaksanakan oleh Bendahara Penerima.
{7} Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi
penerimaan BPHTE sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah {PAD).

Pasal 9
[1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan
dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau FPAT.

(2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTE dari Bank
yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 {sepulub} bulan
berikutnya.
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Pejabat Pembuat Akta Tanah membuat Laporan Bulanan Penerbitan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan paling lambat pada tanggal 10 bulan
berikutnya

Procedur pembukuan dan pelaporan BPHTB adaiah sebagaimana tercantum dalam
lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Prosedur Penagihan BPHTE

Pasal 10
Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih PBHTE terutang yang belum dibayar
oleh Wajib Pajak.

Prasedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan melalui
penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/fatau Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTR dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan (SKPOKBT) BPHTB,

STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat
Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.
Prosedur penagihan BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran ¥ yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Bagian Keenam
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 11
Pengurangan BPHTE diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Fungsl
Palayanan untuk diteliti.

Pengurangan BPHTE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Vi
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
FASILITASI

Pasal 12

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan
Bupati ini.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} mencakup mengkoordinasikan,
menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi
untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.



BAB WV
KETENTUAN PENUTUFP

Pasal 14
Peraturan Bupati inl mulai berlaku sejak tanggal diundanghkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
padatanggal oa1_o011

lc.‘i‘ BUPATI SIF.
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